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ABSTRAK 
 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi kemudahan 
penggunaan, persepsi efektivitas, dan persepsi efisiensi e-System administrasi 
perpajakan. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Medan. 
Jenis penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian pendekatan deskriptif. 
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik survei dan menggunakan instrumen 
kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Convenience 
Sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah skala sikap. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan e- System 
administrasi perpajakan menurut Wajib Pajak Badan sangat mudah, persepsi 
efektivitas e-System administrasi perpajakan menurut Wajib Pajak Badan sangat 
efektif, dan persepsi efisiensi e-System administrasi perpajakan menurut Wajib 
Pajak Badan sangat efisien. 
 
Kata Kunci : Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Efektivitas, 
Persepsi Efisiensi, e-System Administrasi Perpajakan. 
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Abstract 
 

 
This research aims to find out the usability perception, effectiveness perception, 
and efficiency perception on e-system taxation administration. This research was 
conducted at Tax Service Office (KKP) Madya Medan. The type of this research is 
descriptive. The data were collected by doing the survey and distributing 
questionnaires. Convenience Sampling was used as the sampling technique. The 
data analysis technique is attitude scale. The result of this research shows that 
according to corporate taxpayers, the usability perception is very easy, 
effectiveness perception is very effective, and effeciency perception is very 
efficient. 
 
 
Keywords : Usability Perception, Effectiveness Perception, Efficiency 
Perception, e-System Taxation Administration. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Direktorat Jenderal Pajak adalah salah satu institusi di Lingkungan 

Kementerian Keuangan yang mempunyai visi Menjadi Institusi Penghimpun 

Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian 

Negara. Untuk menjalankan tugas dan fungsi DJP serta upaya untuk mencapai visi 

tersebut maka ada banyak hal yang harus dilakukan oleh DJP. Hal itu tertuang 

dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak berupa inisiatif strategis yang 

merupakan penjabaran dari sasaran strategis. Salah satu inisiatif strategis 

Direktorat Jenderal Pajak adalah secara selektif memperluas jangkauan DPC 

(Data Processing Centre) dan meningkatkan kapabilitas perolehan data. 

Tantangan Direktorat Jenderal Pajak untuk merealisasikan penerimaan pajak 

yang targetnya selalu meningkat dari tahun ke tahun pasti akan semakin berat. Hal 

ini disebabkan salah satunya karena sumber daya manusia yang mengelola 

administrasi dokumen dan data dari wajib pajak tersebut sangat terbatas, 

sedangkan beban kerja pengadministrasian dokumen dan data dari wajib pajak 

terus meningkat. Upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk mewujudkan inisiatif 

strategis tersebut salah satunya dilakukan dengan modernisasi perpajakan.  

Modernisasi perpajakan dapat diartikan sebagai penggunaan sarana dan 

prasarana yang baru dengan menggunakan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi. Modernisasi perpajakan ini salah satunya dilakukan dengan cara 

menerapkan  aplikasi  sistem berbasis elektronik atau  biasanya  disebut  dengan  



2 
 

 
 

e-System. Dengan menerapkan e-System perpajakan dapat mempermudah wajib 

pajak dalam menyampaikan serta melaporkan transakti terkait perpajakannya 

dengan menggunakan aplikasi berbasis elektronik. 

Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan elektronifikasi SPT yaitu 

pengembangan pelaporan SPT dalam bentuk elektronik yaitu e-Filing dan e-SPT. 

Dengan pengembangan elektronifikasi SPT tersebut, SPT dalam bentuk kertas 

akan semakin berkurang namun tetap ada. SPT dalam bentuk manual atau kertas 

masih tetap ada karena seiring dengan berjalannya waktu terdapat tantangan dalam 

implementasi elektronik sistem karena adanya kondisi yang harus dipenuhi dan 

membutuhkan koordinasi yang tinggi antar unit yang terkait.  

Selain e-SPT dan e-Filing Direktorat Jenderal Pajak juga memiliki banyak 

perangkat e-System lainnya, antara lain e-Faktur, e-Billing, e-Bupot, dan e-

Registration. Sistem administrasi perpajakan secara manual memiliki beberapa 

kelemahan. Kelemahan tersebut seperti bukti pelaporan Surat Pemberitahuan yang 

telah dilaporkan hilang bukti pelaporannya maupun datanya, bukti penerimaan 

pembayaran yang hilang, berkas yang ada di ruang penyimpanan arsip (baik di 

Wajib Pajak maupun di kantor pajak) menumpuk, kesalahan Wajib Pajak dalam 

menghitung jumlah pajak terutang yang harus dibayar, wajib pajak menghabiskan 

waktu lama saat menyampaikan Surat Pemberitahuan di kantor pajak karena antre, 

dan kesalahan dalam perekaman data yang dilakukan oleh pegawai kantor pajak. 

Penggunaan e-System dalam perpajakan diharapkan mampu meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan serta mengurangi kelemahan- 

kelemahan dari sistem administrasi perpajakan secara manual. Efektivitas dilihat 

dari semua tahap administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak mulai 
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dari merekam data sampai dengan pelaporan. Efisiensi dilihat dari beban 

kepatuhan yaitu beban yang ditanggung oleh Wajib Pajak untuk memenuhi 

kewajiban perpajakannya. 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Medan merupakan salah satu unit 

instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak Sumatera Utara I. KPP Madya Medan merupakan KPP yang 

menangani Wajib Pajak Besar Badan untuk wilayah Sumatera Utara. Dengan 

Wajib Pajak Badan tersebut KPP Madya mempunyai target penerimaan yang 

paling besar di Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah DJP 

Sumatera Utara I. Berikut adalah data target dan realisasi penerimaan Kantor 

Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I pada tahun 

2016 sampai dengan 2018: 

Tabel 1.1  Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016 

No Kantor Pelayanan Pajak 
Tahun 2016 

Target (Rp) Realisasi (Rp) 

1 Madya Medan 10.176.247.868.000 9.348.128.471.379 

2 Medan Polonia 1.684.515.537.000 2.321.204.917.683 

3 Medan Timur 1.305.273.822.000 1.681.077.617.348 

4 Medan Kota 1.533.809.707.000 2.079.643.087.624 

5 Medan Barat 702.156.526.000 696.871.652.475 

6 Medan Petisah 1.315.310.438.000 1.546.784.950.780 

7 Medan Belawan 494.949.043.000 464.499.590.257 

8 Lubuk Pakam 1.883.126.358.000 1.463.468.869.621 

9 Binjai 809.632.260.000 585.784.858.789 

  Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Medan 
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Tabel 1.2  Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017 

No Kantor Pelayanan Pajak 
Tahun 2017 

Target (Rp) Realisasi (Rp) 

1 Madya Medan 8.968.584.281.311 10.703.314.444.274 

2 Medan Polonia 1.630.121.626.689 1.686.133.399.001 

3 Medan Timur 1.514.131.370.000 1.329.625.390.361 

4 Medan Kota 1.504.548.471.000 1.307.499.514.377 

5 Medan Barat 600.814.834.000 527.785.115.631 

6 Medan Petisah 1.517.327.539.000 1.447.336.780.816 

7 Medan Belawan 410.099.969.000 474.453.348.400 

8 Lubuk Pakam 1.736.249.811.000 1.630.020.138.338 

9 Binjai 676.764.789.000 589.010.060.945 

  Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Medan 

Tabel 1.3  Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018 

No Kantor Pelayanan Pajak 
Tahun 2018 

Target (Rp) Realisasi (Rp) 

1 Madya Medan 9.226.863.232.000 11.143.749.856.862 

2 Medan Polonia 2.014.739.273.000 1.622.510.152.895 

3 Medan Timur 1.614.158.552.000 1.429.454.508.122 

4 Medan Kota 1.580.529.228.000 1.501.340.852.147 

5 Medan Barat 601.522.401.000 637.704.472.560 

6 Medan Petisah 1.705.154.287.000 1.643.212.380.512 

7 Medan Belawan 523.688.146.000 541.958.453.051 

8 Lubuk Pakam 2.051.416.454.000 1.912.593.176.706 

9 Binjai 705.451.737.000 610.494.174.876 

  Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Medan 

Sebagai Kantor Pelayanan Pajak dengan target penerimaan terbesar, maka 

Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan merupakan 

Wajib Pajak yang memiliki kontribusi pembayaran pajak dengan jumlah yang 

besar dan sudah menggunakan teknologi yang modern. Wajib Pajak yang terdaftar 

di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan adalah perusahaan yang harus sudah 

menerapkan aplikasi e-System perpajakan. Namun, dalam praktik di lapangan 

menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan atau 

bahkan sering mengalami  masalah dalam  menggunakan  aplikasi e-System 
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perpajakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai yang bertugas  di Seksi 

Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Medan, setiap harinya masih ada 

wajib pajak yang konsultasi mengenai kesulitan ataupun permasalahan yang 

dihadapi ketika menggunakan aplikasi e-System perpajakan. Dari berbagai e-

System yang ada, e-Faktur dan e-SPT adalah aplikasi yang paling sering 

dikonsultasikan oleh Wajib Pajak. Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas, 

maka perlu untuk mengetahui bagaimana persepsi wajib pajak mengenai e-System 

administrasi perpajakan. Penelitian dengan tujuan untuk menganalisis penerapan 

e-System telah banyak dilakukan dari berbagai sudut pandang yang berbeda. 

Penelitian ini mengambil sudut pandang dari persepsi wajib pajak tentang 

penerapan e-System. 

Untuk itu,  penulis  tertarik meneliti persepsi wajib pajak tentang penerapan  

e-System administrasi perpajakan dengan mengajukan penelitian yang berjudul 

“Analisis Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Efektivitas dan 

Persepsi Efisiensi e-System Administrasi Perpajakan pada Kantor Pelayanan 

Pajak Madya Medan”. 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dapat 

diidentifikasi adalah: 
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a) Terdapat perusahaan yang mengganggap bahwa penerapan e-System 

sulit digunakan dan dipelajari karena memerlukan tenaga terampil 

dalam mengoperasikannya. 

b) Terdapat  beberapa  perusahaan  yang  menganggap  bahwa  

penerapan    e-System akan memerlukan biaya yang tidak sedikit baik 

dalam penerapan maupun fasilitas yang mendukung penggunaannya. 

c) Adanya keterbatasan informasi dan pengetahuan sehingga perusahaan 

beranggapan bahwa administrasi  perpajakan secara manual akan lebih 

menghemat waktu dan tenaga  karena  sudah  biasa  digunakan 

daripada administrasi perpajakan e-System. 

2. Batasan Masalah 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang fokus dan menghindari 

penafsiran yang tidak diinginkan atas hasil penelitian, maka persepsi yang 

dibahas penulis  dalam penelitian ini adalah persepsi wajib pajak yang 

ditinjau dari segi kemudahan penggunaan, efektivitas, dan efisiensi dalam 

menggunaan e-System administrasi perpajakan berupa e-Faktur dan e-SPT 

dimana aplikasi tersebut merupakan aplikasi fasilitas untuk kemudahan 

dan kenyamanan pelayanan kepada wajib pajak yang telah dikembangkan 

dengan mengoptimalkan perkembangan dan kemajuan teknologi 

informasi. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan di atas 

maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana persepsi kemudahan penggunaan e-System administrasi 

perpajakan menurut wajib pajak badan? 

2. Bagaimana persepsi efektivitas e-System administrasi perpajakan menurut 

wajib pajak badan? 

3. Bagaimana persepsi efisiensi e-System administrasi perpajakan menurut 

wajib pajak badan? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan 

penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui persepsi 

kemudahan penggunaan, persepsi efektivitas, dan persepsi efisiensi e-

System administrasi perpajakan menurut wajib pajak badan pada Kantor 

Pelayanan Pajak Madya Medan. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang 

membaca maupun pihak yang terlibat di dalamnya. Adapun manfaat 

penelitian ini adalah: 
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a) Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah 

pengetahuan dan pemahaman dalam bidang perpajakan. 

b) Bagi Kantor Pelayanan Pajak 

Penelitian ini sebagai bahan masukan dan umpan balik untuk 

meningkatkan pelayanan di masa yang akan dating. 

c) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan/bandingan/referensi bagi 

penelitian yang relevan. 

d) Bagi Universitas 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan dan 

sumber untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat 

dijadikan pedoman untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan 

dengan e-System administrasi perpajakan. 

e) Bagi Pembaca 

Penelitian ini untuk menambah wawasan dan sebagai acuan dalam 

melihat bagaimana persepsi wajib pajak badan mengenai hal tersebut 

di atas. 
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E.  Keaslian Penelitian 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Restianti Ismail Tandi 

(2017), Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang berjudul : 

“Analisis Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan, Persepsi Kepuasan 

Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Penggunaan e-Billing sebagai Sarana 

Pembayaran Secara Elektronik Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Mataram Timur”. Sedangkan penelitian ini berjudul “Analisis Persepsi 

Kemudahaan Penggunaan, Persepsi Efektivitas, dan Persepsi Efisiensi e-System 

Administrasi Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan”.  

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak 

pada : 

1. Wilayah penelitian : dalam penelitian terdahulu mengambil wilayah 

penelitian di KPP Pratama Mataram Timur dengan responden Wajib Pajak 

Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Mataram Timur. Penelitian ini 

mengambil wilayah penelitian di KPP Madya Medan yang meliputi wilayah 

Provinsi Sumatera Utara dengan responden Wajib Pajak Badan. 

2. Variabel penelitian : penelitian terdahulu menggunakan 3 (satu) variable 

bebas yaitu persepsi kebermanfaatan (X1), persepsi kemudahan (X2), dan 

persepsi kepuasan (X3) dan 1 (satu) variable terikat yaitu penggunaan e-

Billing (Y). Penelitian ini memiliki definisi operasional berupa (1) 

kemudahan penggunaan, (2) efektivitas, dan (3) efisiensi. 

3. Waktu penelitian : penelitian terdahulu dilakukan tahun 2017 sedangkan 

penelitian ini tahun 2019. 
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4. Perbedaan wilayah penelitian, variabel penelitian, waktu dan lokasi penelitian 

menjadikan perbedaan yang membuat keaslian penelitian ini dapat terjamin 

dengan baik. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Pajak 

 Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, pajak adalah iuran 

rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016:3). Berdasarkan UU No. 16 tahun 

2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak yang 

dikelola oleh pemerintah pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), dan Bea Perolehan 

Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Persepsi  

Persepsi didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2016) sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari suatu atau 
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proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera. 

Persepsi bersifat sangat subjektif dan situasional karena bergantung 

pada suatu kerangka ruang dan waktu. Persepsi ditentukan oleh faktor 

personal (sikap, motivasi, kepercayaan, pengalaman, dan pengharapan) 

dan faktor situasional (waktu, keadaan sosial, dan tempat kerja). 

Situmorang (2016:22) menyatakan bahwa persepsi merupakan suatu 

proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, dan 

pendapat terhadap suatu objek berdasarkan informasi yang diterima.  

Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap 

suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan 

menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk 

menafsirkannya. Persepsi baik positif maupun negatif ibarat file yang 

sudah tersimpan rapi di dalam alam pikiran bawah sadar kita. File itu 

akan segera muncul ketika ada stimulus yang memicunya, ada kejadian 

yang membukanya. Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesamaan 

pendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari 

penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu 

sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya 

melalui indera-indera yang dimilikinya. Persepsi yang dimaksudkan 

dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian Wajib Pajak terhadap 

e-System administrasi perpajakan. 

3. Persepsi Kemudahan Penggunaan 

Persepsi kemudahan penggunaan merupakan tingkatan di mana 

seseorang percaya bahwa teknologi tersebut mudah untuk dipahami 
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(Davis, 2012). Persepsi kemudahan didefinisikan sebagai sejauh mana 

seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari 

usaha. Jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi mudah 

digunakan, maka dia akan menggunakannya. Berdasarkan definisi 

tersebut, dapat dikatakan bahwa kemudahan penggunaan mampu 

mengurangi usaha seseorang baik waktu maupun tenaga untuk 

mempelajari sistem atau teknologi karena individu yakin bahwa sistem 

atau teknologi tersebut mudah untuk dipahami. Intensitas penggunaan 

dan interaksi antara pengguna (user) dengan sistem juga dapat 

menunjukkan kemudahan penggunaan. Davis (2012) membagi dimensi 

persepsi kemudahan penggunaan menjadi berikut: 

a. Interaksi individu dengan sistem jelas dan mudah dimengerti (clear 

and understandable). 

b. Tidak dibutuhkan banyak usaha untuk berinteraksi dengan sistem 

tersebut (does not require a lot of mental effort). 

c. Sistem mudah digunakan (easy to use). 

d. Mudah mengoperasikan sistem sesuai dengan apa yang ingin 

individu kerjakan (easy to get the system to do what he/she wants to 

do). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan empat dimensi di atas 

sebagai dasar butir pertanyaan yang akan dicantumkan dalam kuesioner 

penelitian. Konteks persepsi kemudahan penggunaan e-System berarti 

wajib pajak percaya bahwa bertransaksi melalui sistem elektronik mudah 

untuk dipahami. Persepsi kemudahan penggunaan akan mengurangi usaha 
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(baik waktu maupun tenaga) para wajib pajak dalam mempelajari seluk 

beluk bertransaksi melalui sistem elektronik. Dengan demikian, bila 

layanan sistem elektronik dipersepsikan mudah digunakan oleh para wajib 

pajak maka layanan tersebut akan sering digunakan. Sistem yang lebih 

sering digunakan menunjukkan bahwa sistem tersebut mudah dioperasikan 

dan lebih mudah digunakan oleh user. 

 

4. Persepsi Efektivitas 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi 

efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang 

ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari 

suatu usaha atau tindakan, dalam hal ini efektivitas dapat dilihat dari 

tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus yang telah dicanangkan. 

Menurut Wicaksono (2013:9) efektivitas merupakan unsur pokok untuk 

mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap 

organisasi, kegiatan ataupun program, disebut efektif apabila tercapai 

tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Pendapat tersebut 

menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan 

gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh 

lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting 

peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk 

melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga 

atau organisasi itu sendiri.  
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Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan merupakan kesan yang 

dirasakan oleh wajib pajak terhadap sistem pembayaran pajak (Huda, 

2015). Menurut Fahluzy dan Agustina (2014) dan Ramadiansyah, dkk 

(2014), persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan pajak. Seiring dengan meningkatnya kesadaran 

masyarakat akan membayar pajak, maka diperlukan peerubahan atau 

penyempurnaan dan perbaikan dalam sistem administrasi modern yang 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK/.01/2009 

tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak 

mengenai peningkatan ketertiban administrasi, efektivitas, dan kinerja 

organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang 

mencakup semua lini operasi organisasi secara nasional (Nugroho dan 

Zulaikha, 2012). Wajib Pajak memiliki persepsi efektivitas yang berbeda 

tentang sistem-sistem yang dimiliki oleh DJP. Sebelum adanya 

pembaharuan sistem dalam pengisian SPT dan pembayaran pajak melalui 

internet, Wajib Pajak harus datang langsung ke Kantor Pajak untuk 

melakukan semua kewajibannya. Dengan adanya pembaharuan sistem 

diharapkan persepsi efektivitas Wajib Pajak akan meningkat karena semua 

sistem yang dimiliki oleh DJP dapat membuat Wajib Pajak melakukan 

kewajibannya dengan tepat waktu dan dapat dilakukan dimana saja 

sehingga dapat memudahkan Wajib Pajak. Menurut Widayati dan Nurlis 

(2010) hal-hal yang mengindikasikan efektivitas sistem perpajakan yang 

saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain:  
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a. Adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-Filing. Wajib pajak 

dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. 

b. Pembayaran melalui e-Banking yang memudahkan wajib pajak dapat 

melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. 

c. Penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai 

tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar. 

d. Peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, 

tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib 

pajak terdaftar. 

e. Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui            

e-Registration dari website pajak. Hal ini dapat memudahkan wajib 

pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat. 

 

5. Persepsi Efisiensi 

Arti kata efisien menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

yaitu tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu 

(dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya), mampu 

menjalankan tugas dengantepat dan cermat, berdaya guna, bertepat guna. 

Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan 

dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai 

tujuan-tujuan tersebut. Efisiensi hanya dapat dievaluasi dengan penilaian-

penilaian relatif, membandingkan antara masukan dan keluaran yang 

diterima (Nadya Dwi Arini, 2018). 
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1) Indikator Efisiensi 

Besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak 

dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam berbagai literatur 

disebut Compliance Cost (Meiliana Kurniati, 2014). Compliance Cost 

yang akan timbul dalam memenuhi kewajiban perpajakan antara lain : 

a) Direct money cost adalah biaya-biaya uang tunai atau cash money 

yang dikeluarkan Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban 

pajak, seperti pembayaran kepada konsultan pajak dan biaya 

perjalanan ke bank untuk melakukan penyetoran pajak 

b) Time cost adalah pengorbanan waktu, yaitu waktu yang terpakai oleh 

Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajak, antara 

lain waktu yang digunakan untuk membaca formulir SPT dan buku 

petunjuknya, berkonsultasi dengan akuntan atau konsultan pajak, dan 

waktu yang dikorbankan untuk pergi dan pulang ke kantor pajak. 

c) Psychological cost adalah pengorbanan yang diberikan oleh Wajib 

Pajak dan meliputi rasa ketidakpuasan, rasa frustasi, serta keresahan 

Wajib Pajak dalam berinteraksi dengan sistem dan otoritas pajak. 

 

6. E-System Perpajakan 

Menurut Pandiangan (2013), e-System merupakan suatu sistem 

yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui 

teknologi internet sehingga diharapkan semua proses kerja dan 

pelayanan perpajakan berjalan baik, lancar, cepat dan akurat. Semenjak 

tahun 2002, DJP telah meluncurkan program perubahan atau reformasi 
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administrasi perpajakan yang biasa disebut modernisasi. Jiwa dari 

program modernisasi ini adalah pelaksanaan good governance, yaitu 

penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan 

akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang 

handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan 

prima sekaligus pengawasan intensif kepada para Wajib Pajak. Jika 

program modernisasi ini ditelaah secara mendalam, termasuk 

perubahan-perubahan yang telah, sedang, dan akan dilakukan, maka 

dapat dilihat bahwa konsep modernisasi ini merupakan suatu terobosan 

yang akan membawa perubahan yang cukup mendasar dan 

revolusioner. 

Menurut Djazoeli (2012: 60), Modernisasi perpajakan 

dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu: 

a. Aspek Teknologi Informasi 

Aspek teknologi informasi merupakan proses pembaruan dibidang 

teknologi informasi yang berkaitan dengan sistem administrasi 

perpajakan. 

b. Aspek sumber daya manusia 

Aspek sumber daya manusia yaitu proses pembaharuan yang 

dilakukan oleh pihak DJP mencakup keahlian fiskus dalam 

menghitung pajak WP serta pemahaman tentang pajak yang lebih 

baik daripada yang dahulu serta melakukan seleksi pegawai yang 

ketat guna mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, 

dan penempatan aparat perpajakan sesuai kapasitasnya pada 
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struktur organisasi pada setiap kantor pelayanan pajak. 

c. Aspek Perangkat Lunak dan Perangkat Keras 

Aspek perangkat keras merupakan suatu proses pembaharuan yang 

meliputi dalam hal penyediaan sarana dan prasarana yang memadai 

sedangkan perangkat lunak merupakan proses pembaharuan 

meliputi struktur organisasi, kelembagaan, serta penyempurnaan 

dan penyederhanaan sistem operasi agar lebih efektif dan efisien. 

Dalam mengemban tugasnya, DJP memerlukan kecepatan dan 

ketepatan data dan informasi mengenai subjek dan objek pajak yang 

ditangani untuk menentukan pengenaan pajak terutang. Penanganan data 

dan informasi tersebut dapat dilakukan dengan penggunaan sistem 

informasi yang baik. Sistem informasi yang pertama kali digunakan 

seirama dengan modernisasi perpajakan adalah Sistem Administrasi 

Perpajakan Terpadu (SAPT) yang kemudian dikembangkan lagi menjadi 

Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). SIDJP bertujuan 

menyediakan sarana pendukung terciptanya data Wajib Pajak yang akurat 

dengan adanya partisipasi aktif tiap seksi dalam melakukan monitoring 

terhadap data Wajib Pajak. SIDJP pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama diharapkan dapat menghasilkan output dan outcome yang lebih 

baik dan berkualitas, sesuai dengan tujuan awal dibangunnya SIDJP 

(Lestari dkk 2013: 2). 

Guna mendukung berjalannya modernisasi perpajakan dan dalam 

rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun Wajib Pajak, 

terus dikembangkan pemanfaatan dan penerapan e-System terkait 
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perpajakan. Hal ini dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan 

perpajakan berjalan dengan baik, lancar, cepat, dan akurat. Terdapat 

beberapa e-System yang dapat dimanfaatkan Wajib Pajak, yaitu              

e-Registration, e-SPT, e-Filing, dan e-Billing. 

 

7. E-SPT 

Menurut Pandiangan (2013: 35), e-SPT adalah aplikasi (software) 

yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib 

Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Yang dapat 

diaplikasikan adalah laporan SPT Masa PPh, SPT Tahunan PPh, dan SPT 

Masa PPN. Sesuai dengan jenisnya, maka ada dua e- SPT, yaitu e-SPT 

PPh dan e-SPT PPN. 

Tata cara pelaporan e-SPT adalah sebagai berikut: 

a. Wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer 

yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya. 

b. Wajib Pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data- data 

perpajakan yang akan dilaporkan, antara lain: 

1) Data Identitas Wajib Pajak Pemotong/Pemungut dan Identitas Wajib 

Pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, Nama, Alamat, Kode 

Pos, Nama KPP, Pejabat Penandatangan, dan Kota 

2) Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh 

 Faktur Pajak. 

 Data perpajakan yang terkandung dalam SPT. 

 Data Surat Setoran Pajak (SSP), seperti: Masa Pajak, Tahun 
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Pajak, tanggal setor, NTPP, kode MAP/KJS, dan jumlah 

pembayaran pajak. 

c. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi 

keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari 

sistem yang dimiliki Wajib Pajak ke dalam aplikasi e-SPT dengan 

mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT. 

d. Wajib Pajak mencetak Bukti Potong/Pungut dengan menggunakan 

aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang 

dipotong/dipungut. 

e. Wajib Pajak mencetak formulir Induk SPT Masa PPh dan atau SPT 

Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh menggunakan aplikasi e-SPT. 

f. Wajib Pajak menandatangani SPT Masa PPh/PPN dan/atau SPT 

Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT. 

g. Wajib Pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi   

e-SPT dan disimpan dalam media komputer (disket, CD, dsb). 

h. Wajib Pajak melaporkan SPT dengan menggunakan media elektronik 

ke KPP dengan membawa formulir Induk SPT Masa PPh/PPN dan/atau 

SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani 

beserta file data SPT yang tersimpan dalam media komputer sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

i. Wajib Pajak melaporkan SPT secara elektronik ke KPP dengan 

membawa formulir Induk SPT Masa PPh/PPN dan/atau SPT Tahunan 

PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dengan membawa 

Berita Acara Serah Terima Informasi SPT yang dikirim secara 
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elektronik sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. 

 

8. E-Faktur 

Mulai 1 Juli 2015 seluruh Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar 

di Pulau Jawa dan Bali diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak secara 

elektronik yang disebut sebagai e-Faktur. Faktur pajak berbentuk 

elektronik (e-Faktur) adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi 

atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang sebelumnya dilakukan dengan 

permohonan sertifikat elektronik. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat 

yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan 

identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam 

Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi 

Elektronik. 

Penerbitan Faktur Pajak tidak lagi membutuhkan tanda tangan 

basah karena faktur Pajak elektronik ini menggunakan tanda tangan 

digital (digital signiture) berbentuk QR code, kemudian tidak ada 

kewajiban untuk mencetak Faktur Pajak, serta aplikasi ini merupakan 

satu kesatuan dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang 

selama ini dilaporkan melalui e-SPT. Sedangkan bagi DJP melalui 

aplikasi e-Faktur ini kita semakin mudah melakukan pengawasan 

dengan adanya proses validasi Pajak Keluaran – Pajak Masukan (PK-

PM), adanya data lengkap dari setiap faktur pajak serta meminimalisasi 

proses penyimpanan dokumen. e-Faktur mempermudah pelayanan 
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karena akan mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan, dan 

pemberian nomor seri faktur.  

 

9. Administrasi Perpajakan 

Chairil (2017 : 15), tax administration/ tax compliance 

merupakan usaha yang mencakup untuk memenuhi kewajiban 

administrasi perpajakan dengan cara menghitung pajak secara benar, 

sesuai dengan ketetntuan perpajakan, kepatuhan dalam membayar dan 

melaporkan tepat waktu sesuai deadline pembayaran dan pelaporan pajak 

yang telah ditetapkan. Dalam pemungutan pajak, asas Ease Of 

Administration atau asas kemudahan administrasi sangat berhubungan 

dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar atau menyetorkan pajak 

terutangnya. Sistem administrasi pajak yang tidak efektif dan efisien akan 

menimbulkan kerugian-kerugian yang membuat pemungutan pajak terasa 

semakin membebankan bagi Wajib Pajak. Hal ini tentu akan membuat 

Wajib Pajak semakin enggan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai 

warga Negara. 

Pengelolaan administrasi yang baik, akurat, dan benar di bidang 

perpajakan sangat dibutuhkan setiap organisasi, karena akan membantu 

dalam rangka mencapai tujuannya secara efektif, efisien, produktif, dan 

optimal di bidang perpajakan, yaitu pembayaran pajak yang minimal 

namun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Pandiangan 

(2014: 45), tujuan Administrasi Perpajakan adalah dalam rangka : 

a. Tersedianya dokumen terkait perpajakan. 
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b. Tersedianya data dan informasi mengenai perpajakan. 

c. Sarana untuk menciptakan dan menjalin kerja sama antarunit 

organisasi serta antarsesama personalia, terutama menyangkut pajak. 

d. Melakukan pembimbingan, pengelolaan, dan pengawasan, terutama 

menyangkut pajak 

e. Pengambilan keputusan atau kebijakan, terutama menyangkut pajak. 

Menurut Pandiangan (2014: 45) dengan terlaksana dan 

tersedianya Administrasi Perpajakan yang baik, akurat, dan benar, akan 

terealisasi kegunaan atau manfaat bagi organisasi, yaitu: 

a. Dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan mudah, baik, dan 

benar serta tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan 

perpajakan. 

b. Dapat dengan mudah mengajukan dan memperoleh hak perpajakan 

dari DJP. 

c. Efektif dan efisien dalam pengelolaan pajak. 

d. Terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan, baik sanksi administrasi 

maupun sanksi pidana. 

e. Dapat mengajukan permohonan ke DJP untuk memperoleh status 

sebagai Wajib Pajak patuh. 

 

10. Modernisasi Perpajakan 

Menurut Diana Sari (2013:14) Semenjak tahun 2002, Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan atau 

reformasi admnistrasi perpajakan yang secara singkat bias disebut 
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modernisasi. Modernisasi perpajakan pada dasarnya merupakan 

perwujudan atau bagian dari reformasi perpajakan. Modernisasi ini dapat 

diartikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru 

dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi.  

Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan 

good govermance yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang 

transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi 

teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah 

pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para 

wajib pajak. Jika program modernisasi ini ditelaah secara mendalam, 

termasuk perubahan-perubahan yang telah, sedang, dan akan dilakukan, 

maka dapat dilihat bahwa konsep modernisasi ini merupakan suatu 

terobosan yang membawa perubahan yang cukup mendasar dan 

revolusioner.  

Untuk mewujudkan itu semua, maka program reformasi 

administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara 

menyeluruh dan komprehersif. Perubahan-perubahan yang dilakukan 

meliputi bidang-bidang berikut: 

a. Struktur organisasi. 

b. Business process dan teknologi informasi dan komunikasi. 

c. Manajemen sumber daya manusia. 

d. Pelaksanaan good govermance. 
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Diana Sari (2013:19) adapun tujuan modernisasi perpajakan 

adalah untuk menjawab latar belakang diakukannya modernisasi 

perpajakan, yaitu: 

a. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (tax compliance). 

b. Tercapainya tingkat kepercayaan (trust) terhadap administrasi 

perajakan yang tinggi. 

c. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. 

Guna melaksanakan dan mewujudkantujuan modernisasi 

perpajakan tersebut, dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

85/KMK.03/2003 dibentuk “Tim Modernisasi Jangka Menengah”. 

Adapun tugas pokok tim adalah: 

a. Memodernisasi kelembagaan termasuk struktur organisasi, sistem 

dan prosedur, dan kebijakan di bidang sumber daya manusia. 

b. Memodernisasi peraturan yang terdiri dari penyederhanaan 

prosedur administrative dan ketentuan perpajakan lainnya. 

c. Memodernisasi teknologi informasi termasuk pemanfaatan teknologi 

informasi untuk mempermudah Wajib Pajak (WP) dan administrasi 

perpajakan. 
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B.   Penelitian Terdahulu  
 

 
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 

No. 
Nama 

Peneliti 
(Tahun) 

Judul Penelitian Variabel 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Nadya Dwi 
Arini 
Yuliastuti 

(2018) 

Pengaruh Persepsi 
Kebermanfaatan 
dan Persepsi 
Kemudahan         
e-SPT Pajak 
Penghasilan 
Terhadap 
Efisiensi 
Pemrosesan Data 
Perpajakn Bagi 
Wajib Pajak 
Badan pada 
Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama 
Cilegon 
 

Persepsi 
kebermanfaatan 
e-SPT PPh, 
Persepsi 
Kemudahan      
e-SPT PPh, 
Efisiensi 
Pemrosesan 
Data Perpajakan 
Wajib Pajak 
Badan  

Persepsi kebermanfaatan 
berpengaruh positif terhadap 
efisiensi pemrosesan data 
perpajakan bagi Wajib Pajak 
Badan pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama 
Cilegon. 
Persepsi kemudahan e-SPT 
pajak penghasilan tidak 
berpengaruh terhadap 
efisiensi pemrosesan data 
perpajakan bagi Wajib Pajak 
badan pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama 
Cilegon. 

2. 

 

Ni Luh Putu 
Rosy 
Bilyantari 
(2017) 

Persepsi 
Kebermanfaatan, 
Kemudahan dan 
Kepuasan Wajib 
Pajak Orang 
Pribadi dalam 
Penggunaan 
e-Filing sebagai 
Sarana Pelaporan 
SPT Tahunan 
Secara Elektronik 

Persepsi 
Kebermanfaatan 
dan Persepsi 
Kemudahan, 
dan Persepsi 
Kepuasan Wajib 
Pajak 

Persepsi kebermanfaatan 
wajib pajak orang pribadi 
dalam penggunaan e-Filing 
sebagai sarana pelaporan 
SPT 
Tahunan secara elektronik 
(studi pada dosen dan 
pegawai Universitas 
Pendidikan Ganesha Tahun 
2017) yaitu 
sistem e-Filing sangat 
bermanfaat  dalam 
melakukan pelaporan SPT 
Tahunan. 
 

3. Rini Saputri 
Tanjung 
(2018) 

Pengaruh Persepsi 
Kemudahan 
Penerapan           
e-Faktur Terhadap 
Efektivitas 
Pelaporan Pajak 

Penerapan        
e-Faktur dan 
Efektivitas 
Pelaporan Pajak 

Persepsi Kemudahan 
Penerapan e-Faktur 
berpengaruh yang signifikan 
terhadap Efektivitas 
Pelaporan Pajak di KPP 
Pratama Palembang Ilir 
Timur. 

4. Dedy Budi 
Satrio 
(2017) 

Pengaruh Persepsi 
Kegunaan, 
Kemudahaan, dan 
Kerumitan 
Terhadap Aplikasi 
e-Faktur di 
Makassar 

Persepsi 
kegunaan, 
persepsi 
kemudahan, 
kerumitan 

Persepsi kegunaan 
(perceived usefulness) atau 
hipotesis 1 berpengaruh 
secara positif dan signifikan 
terhadap penggunaan 
aplikasi e-Faktur pada 
Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Makassar Barat. 
Persepsi kemudahan  
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    Sumber : Diolah Penulis 2019 

 

 

No. 
Nama 

Peneliti 
(Tahun) 

Judul Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

    

(perceived ease of use) atau 
hipotesis 2 berpengaruh 
positif dan signifikan 
terhadap penggunaan 
aplikasi e-Faktur pada 
Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Makassar Barat. 
Kerumitan (complexity) atau 
hipotesis 3 berpengaruh 
negatif dan signifikan 
terhadap penggunaan 
aplikasi e-Faktur pada 
Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Makassar Barat. 

5. Siti Sajaah 
(2016)  

Pengaruh Persepsi 
Kebermanfaatan 
dan Persepsi 
Kemudahan        
e-SPT Terhadap 
Efektivitas 
Pelaporan e-SPT 

Persepsi 
Kebermanfaatan
, Persepsi 
Kemudahan, 
dan Efektivitas 
Pelaporan        
e-SPT 

Persepsi Kebermanfaatan 
berpengaruh terhadap 
efektivitas pelaporan e-SPT 
pada KPP Pratama Bandung 
Tegallega, Persepsi 
Kemudahan berpengaruh 
terhadap efektivitas 
pelaporan e-SPT pada KPP 
Pratama Bandung Tegallega 

6. Intan 
Permata Sari 
(2015) 

Faktor yang 
berpengaruh 
terhadap efisiensi 
Pemrosesan Data 
Perpajakan : 
Survey Terhadap 
Pengusaha Kena 
Pajak (PKP) pada 
KPP Pratama 
Demak 

Penerapan        
e-SPT, Efisiensi 
Pemrosesan 
Data Perpajakan 

Penerapan e-SPT 
mempengaruhi Efisiensi 
pemrosesan Data perpajakan 
karena aplikasi e-SPT 
memudahkan wajib pajak 
dalam menghasilkan laporan 
keuangan, pencetakan SPT 
menjadi lebih mudah, 
membantu dalam melakukan 
perhitungan secara cepat dan 
akurat. 

7. Kadek Dwi  
Jana 
Asriningsih  
dan Naniek  
Noviari  
2014  

Pengaruh 
Penerapan  
e-SPT PPh Pasal 
21  
Pada Efisiensi 
Pemrosesan  
Data Perpajakan 
Bagi  
Wajib Pajak 
Badan  

Independen (X):  
Penerapan         
e-SPT  
PPh Pasal 21  
Dependen (Y) :  
Efisiensi 
pemrosesan  
data perpajakan  

Penerapan e-SPT PPh Pasal 
21 berpengaruh  
signifikan pada efisiensi  
pemrosesan data perpajakan 
bagi Wajib  
Pajak Badan yang terdaftar 
di Kantor  
Pelayanan Pajak Madya  
Denpasar  
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C.  Kerangka Konseptual  

Kerangka konseptual merupakan alur konsep yang digunakan dalam 

sebuah penelitian yang digambarkan secara keseluruhan dan sistematis. Adapun 

kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persepsi Wajib Pajak 

Kemudahan 
Penggunaan 

Efektivitas Efisiensi 

e-System Administrasi 
Perpajakan 
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BAB III 

METODELOGI  PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2017:35) adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui keberadaan variable mandiri, baik hanya pada satu 

variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa 

membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan 

variabel lain. Umumnya penelitian deskriptif tidak memiliki hipotesis, karena 

penelitian deskriptif hanya bersifat menjelaskan data dari variable yang diteliti 

dengan tujuan untuk membuat gambaran secara sistematis dan akurat mengenai 

fakta serta fenomena yang ada. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penulis melakukan penelitian pada KPP Madya Medan 

Jl.Sukamulia Nomor 17A Medan. 

2. Waktu Penelitian 

 Penelitian dimulai pada bulan Desember 2018 sampai dengan 

selesai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari uraian tabel jadwal 

penelitian berikut ini : 
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Tabel 3.1  Skedul Proses Penelitian 

No Kegiatan 
Desember 

2018 
Januari 
2019 

Februari 
2019 

Maret – 
Juni 2019 

Juli 2019 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Riset Awal/ 
Pengajuan Judul 

                                
    

2 
Penyusunan 
Proposal 

                                
    

3 
Seminar 
Proposal 

                
    

4 Riset                     

5 
Penyusunan 
Data 

                
    

6 Analisis Data                     

7 
Bimbingan 
Skripsi 

                
    

8 
Sidang Meja 
Hijau 

                
    

Sumber : Diolah Penulis 2019 

C. Defenisi Operasional 

 Defenisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variable diukur 

secara operasional di lapangan. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini 

adalah : 

Tabel 3.2 Definisi Operasional 
 

No. Teori Deskripsi Indikator Skala 
1 
 
 
 

Persepsi 
Kemudahan 
Penggunaan 
 
 

a. 
 
 
 
 

b. 
 
 
 
 
 

c. 
 
 

d. 
 
 
 

Interaksi individu 
dengan sistem jelas dan 
mudah dimengerti (clear 
and understandable). 
Tidak dibutuhkan 
banyak usaha untuk 
berinteraksi dengan 
sistem tersebut (does not 
require a lot of mental 
effort). 
Wajib pajak dengan 
mudah menggunakan 
sistem. 
Mudah mengoperasikan 
sistem sesuai dengan 
apa yang ingin individu 
kerjakan (easy to get 
the system to do what 
he/she wants to do). 
(Davis, 2012) 

a. 
 
 
 
 

b. 
 
 
 
 
 

c. 
 
 

d. 
 

Jelas dan 
mudah 
dimengerti 
 
 
Tidak 
dibutuhkan 
banyak usaha 
 
 
 
Sistem mudah 
digunakan 
 
Sesuai dengan 
apa yang 
diinginkan 
 
 
 

Likert 
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No. Teori Deskripsi Indikator Skala 
2 Persepsi 

Efektivitas 
 
 
 

a. 
 
 
 
 
 
 

b. 
 
 
 
 
 

c. 

Adanya sistem 
pelaporan melalui        
e-SPT dan e-filing. Wajib 
pajak dapat melaporkan 
pajak secara lebih 
mudah dan cepat. 
Pembayaran melalui   
e-banking yang 
memudahkan wajib 
pajak dapat melakukan 
pembayaran dimana 
saja dan kapan saja. 
Peraturan perpajakan 
dapat diakses secara 
lebih cepat melalui 
internet, tanpa harus 
menunggu adanya 
pemberitahuan dari 
KPP tempat wajib 
pajak terdaftar. 
(Widayati dan Nurlis, 
2010) 

a. 
 
 
 
 
 
 

b. 
 
 
 
 
 

c. 

Mudah 
 
 
 
 
 
 
Fleksibel 
 
 
 
 
 
Cepat 

Likert 

3 Persepsi 
Efisiensi 
 
 

a. 
 
 
 
 
 

b. 
 
 
 
 
 

c. 

Biaya-biaya uang tunai 
atau cash money yang 
dikeluarkan Wajib 
Pajak dalam rangka 
pemenuhan kewajiban 
pajak 
Pengorbanan waktu, 
yaitu waktu yang terpakai 
oleh Wajib Pajak dalam 
melakukan pemenuhan 
kewajiban pajak. 
Pengorbanan yang 
diberikan oleh Wajib 
Pajak dan meliputi rasa 
ketidakpuasan, rasa 
frustasi, serta keresahan 
Wajib Pajak dalam 
berinteraksi dengan 
sistem dan otoritas 
pajak 
(Meiliana Kurniati, 2014) 

a. 
 
 
 
 
 

b. 
 
 
 
 
 

c. 

Direct money 
cost 
 
 
 
 
Time cost 
 
 
 
 
 
Psychological 
cost 

Likert 
 

Sumber : Diolah Penulis 2019 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 Sugiyono (2013 : 115) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 
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ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib 

pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan. Pada tahun 

2018 jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Medan sebanyak 

1.263 wajib pajak. 

 

2. Sampel 

 Sampel (Sugiyono, 2017 : 116) adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian 

ini adalah beberapa wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan 

Pajak Madya Medan. Penentuan jumlah sampel menggunakan Rumus 

Slovin (Siregar 2010 : 149) : 

 Rumus: 

      

n = 
N   

1  +  Ne²   
      

  

n = 
1.263 

  1 + 1.263(0,10)² 
  

 
   

  
 n =       92,66324 (dibulatkan menjadi 93) 

 Keterangan: 

 n = sampel 

 N = populasi 

 E = perkiraan tingkat kesalahan  
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 Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik convenience 

sampling (sampling insidental). Sugiyono (2012: 122) menyatakan bahwa 

teknik sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang 

yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Penerlitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 

variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa 

membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. 

2. Sumber data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer 

dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari 

kuesioner atau daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden. 

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari Seksi 

Pengolahan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik survei dengan 

menggunakan instrumen kuesioner. Kuesioner berisikan pernyataan mengenai 

persepsi kemudahan penggunaan, persepsi efektivitas, dan persepsi efisiensi e-
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System sebagai administrasi perpajakan. Kuesioner menggunakan skala Likert 

dalam pengukuran terhadap pernyataannya. Skala Likert adalah skala yang 

digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau 

kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi 

operasional yang telah ditetapkan oleh peneliti. 

Tabel 3.3 Pengukuran Terhadap Pernyataan 

Pernyataan Skor 
Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Sumber: Siregar (2014: 50) 

 

G. Teknik Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 

Teknik analisis data dengan menggunakan statistik deskriptif yaitu 

tekhnik analisis yang  memberikan gambaran data dengan kriteria nilai 

rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, 

range, kurtosis, dan skewness. 

Teknik analisis yang pertama yaitu memberi penilaian terhadap 

setiap jawaban responden pada kuesioner. Setiap item pernyataan pada 

kuesioner merupakan pernyataan positif, sehingga sistem penilaian dalam 

skala Likert yang digunakan pada kuesioner adalah sebagai berikut: 

a) Sangat Setuju (5) 

b) Setuju (4) 

c) Ragu-ragu (3) 
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d) Tidak setuju (2) 

e) Sangat Tidak Setuju (1) 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah adalah dengan menentukan batas skala sikap pada setiap variabel. 

Menurut Somantri, Ating, dan Sambas Ali M (2014: 40), perhitungan 

batas skala sikap dapat dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut: 

1) Menentukan skor maksimal, dengan cara skor jawaban terbesar 

dikali jumlah item pertanyaan. 

2) Menentukan skor minimal, dengan cara skor jawaban terkecil 

dikali jumlah item pertanyaan. 

3) Menentukan nilai median, dengan cara penjumlahan skor maksimal 

dan minimal dibagi dua. 

4) Menentukan kuartil 1, dengan cara penjumlahan skor minimal dan 

median dibagi dua. 

5) Menentukan kuartil 3, dengan cara penjumlahan skor maksimal 

dan median dibagi dua. 

Tahapan perhitungan skala sikap untuk variabel persepsi 

kemudahan penggunaan, variabel persepsi efektivitas, variabel 

persepsi efisiensi, dan e- System administrasi perpajakan adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.4 Perhitungan Batas Skala Sikap 

 
Skor 

Variabel Persepsi 
Kemudahan 
Penggunaan 

 
Variabel Persepsi Efektivitas 

Maksimal 5 x 10 50 5 x 4 20 

Kuartil 3 (50 + 30) / 2 40 (20 + 12) / 2 16 

Median (50 + 10) / 2 30 (20 + 4) / 2 12 

Kuartil 1 (10 + 30) / 2 20 (4 + 12) / 2 8 

Minimal 1 x 10 10 1 x 4 4 

Sumber: Data diolah Penulis 2019 
 

Tabel 3.5 Perhitungan Batas Skala Sikap (Lanjutan) 

Skor Variabel Persepsi 
Efisiensi 

Variabel E-System 
Administrasi Perpajakan 

Maksimal 5 x 6 30 5 x 7 35 

Kuartil 3 (30 + 18) / 2 24 (35 + 21) / 2 28 

Median (30 + 6) / 2 18 (35 + 7) / 2 21 

Kuartil 1 (6 + 18) / 2 12 (7 + 21) / 2 14 

Minimal 1 x 6 6 1 x 7 7 

Sumber: Data diolah Penulis 2019 
 

Penentuan range skor dari masing-masing kategori adalah sebagai 

berikut: 

a) Kategori  Sikap  Sangat  Positif,  yaitu  daerah  yang  dibatasi  oleh  

kuartil ketiga dan skor maksimal. (Kuartil 3 ≤ x ≤ Skor Maksimal). 

b) Kategori Sikap Positif, yaitu daerah yang dibatasi oleh median dan 

kuartil ketiga. (Median ≤ x < Kuartil 3). 

c) Kategori Sikap Negatif, yaitu daerah yang dibatasi oleh kuartil 

kesatu dan median. (Kuartil 1 ≤ x < Median). 

d) Kategori Sikap Sangat Negatif, yaitu daerah yang dibatasi oleh skor 

minimal dan kuartil kesatu. (Skor Minimal ≤ x < Kuartil 1). 

      Berdasarkan cara penentuan range skor di atas, maka range 

skor dari masing-masing kategori variabel penelitian adalah sebagai 
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berikut: 

(a) Variabel Persepsi Kemudahan Penggunaan: 
 

Tabel 3.6 Range Skor Skala Sikap Persepsi Kemudahan 
Penggunaan 

 
Kategori Sikap Batas Skor Range skor 

Sangat Mudah Kuartil 3 ≤ x ≤ Skor Maksimal 40 – 50 

Mudah Median ≤ x < Kuartil 3 30 – 40 

Kurang Mudah Kuartil 1 ≤ x < Median 20 – 30 

Tidak Mudah Skor Minimal ≤ x < Kuartil 1 10 – 20 

Sumber: Data diolah Penulis 2019 
 

(b) Variabel Persepsi Efektivitas 
 

Tabel 3.7 Range Skor Skala Sikap Persepsi Efektivitas 
 

Kategori Sikap Batas Skor Range skor 

Sangat Efektif Kuartil 3 ≤ x ≤ Skor Maksimal 16 – 20 

Efektif Median ≤ x < Kuartil 3 12 – 16 

Kurang Efektif Kuartil 1 ≤ x < Median 8 – 12 

Tidak Efektif Skor Minimal ≤ x < Kuartil 1 4 – 8 

Sumber: Data diolah Penulis 2019 
 
 

(c) Variabel Persepsi Efisiensi 
 

Tabel 3.8 Range Skor Skala Sikap Persepsi Efisiensi 
 

Kategori Sikap Batas Skor Range skor 

Sangat Efisien Kuartil 3 ≤ x ≤ Skor Maksimal 24 – 30 

Efisien Median ≤ x < Kuartil 3 18 – 24 

Kurang Efisien Kuartil 1 ≤ x < Median 12 – 18 

Tidak Efisien Skor Minimal ≤ x < Kuartil 1 6 – 12 

Sumber: Data diolah Penulis 2019 
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(d) Variabel e-System Administrasi Perpajakan 
 

Tabel 3.9 Range Skor Skala Sikap e-System Administrasi 
Perpajakan 

 
Kategori Sikap Batas Skor Range skor 

Sangat Optimal Kuartil 3 ≤ x ≤ Skor Maksimal 28 - 35 

Optimal Median ≤ x < Kuartil 3 21 - 28 

Kurang Optimal Kuartil 1 ≤ x < Median 14 - 21 

Tidak Optimal Skor Minimal ≤ x < Kuartil 1 7 - 14 

Sumber: Data diolah Penulis 2019 
 

Dari table tersebut, kategori sikap sangat mudah, sangat efektif, 

sangat efisien, dan sangat optimal memiliki range skor tertinggi, 

sedangkan tidak mudah, tidak efektif, tidak efisien, dan tidak optimal 

memiliki range terendah. Hal ini dikarenakan setiap item-item Likert 

yang digunakan dalam penelitian ini bersifat positif. 

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara membuat tabel 

distribusi frekuensi sikap tiap responden berdasarkan tiap variabel 

kemudian hasil persentase yang ada dalam tabel tersebut dianalisis. 

 

2. Pengujian Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas 

Menurut Siregar (2010: 162), validitas atau kesahihan adalah 

menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang 

ingin diukur (valid measure if it successfully measure the phenomenon). 

Untuk mengukur validitas dilakukan dengan menggunakan 

Pearson Correlation. Pengujian menggunakan tingkat signifikasi 5% 
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dengan membandingkan antara r tabel dan r hitung. Suatu instrumen 

penelitian dikatakan valid bila koefisien korelasi product moment > r-

tabel (α ; n-2) n = jumlah sampel. 

b. Uji Reliabilitas 

Menurut Siregar (2010: 173), reliabilitas adalah untuk 

mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila 

dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama 

dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Pengujian 

reliabilitas instrumen/kuesioner dalam penelitian ini menggunakan 

teknik Alpha Cronbach. Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan 

reliabel dengan menggunakan teknik ini, bila koefisien reliabilitas 

(r11) > 0,6. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
 
 

A. Hasil Penelitian 

1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan 

Kantor Pelayanan Pajak pertama kali berdiri pada masa penjajahan 

Belanda. Kantor Pelayanan Pajak pada masa itu disebut dengan Belasting, 

yang setelah kemerdekaan Republik Indonesia berubah nama menjadi 

Kantor Inspeksi Keuangan dan setelah itu namanya diubah lagi menjadi 

Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya adalah Direktorat 

Jendral Pajak. 

Di Sumatera Utara pada tahun 1976 berdiri 3 (tiga) Kantor Inspeksi 
Pajak, yaitu : 

 
a. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara 

 
b. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan 
 
c. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar 

 
Pada tahun 1978, Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah 

menjadi dua, yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor 

Inspeksi Pajak Kisaran. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan 

pajak kepada masyarakat, pada tanggal 1 April 1989 terjadi perubahan 

secara menyeluruh di lingkungan Direktorat Jendral Pajak (DJP), hal itu 

mencakup perubahan nama Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP), sekaligus mendirikan Kantor Pelayanan Pajak 

Bumi dan Bangunan. 
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Seiring dengan perubahan kinerja di lingkungan Direktorat 

Jenderal Pajak untuk menuju yang lebih baik, maka dilakukan reorganisasi 

di lingkungan DJP melalui sistem modernisasi, Dengan adanya 

reorganisasi tersebut didirikanlah KPP Madya yang pertama yaitu KPP 

Madya Jakarta Pusat yang mulai beroperasi melayani Wajib Pajak pada 

tanggal 1 September 2004. 
 

Untuk memudahkan masyarakat melakukan pembayaran pajak dan 

dengan pertumbuhan ekonomi penduduk yang semakin cepat, maka 

dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 

tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi 

Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tanggal 1 April 2009 dan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 

tentang Perubahan Kedua Atas PMK No. 62/PMK.01/2009, dibentuk 

beberapa Kantor Pelayanan Pajak Madya lainnya yang salah satu 

diantaranya KPP Madya Medan sebagai salah satu organisasi di 

lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera I. 

 
2. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan 

 

  Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan diresmikan pada tanggal 27 

Desember 2006 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor 

Pusat Direktorat Jendral Pajak bersamaan dengan 12 Kantor Pelayanan 

Pajak Madya lainnya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Dirjen Pajak 

Nomor PER-48/PJ/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Tata Cara 
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Pemindahan Wajib Pajak Ke Kantor Pelayanan Pajak Madya, saat mulai 

operasi (SMO) kantor adalah tanggal 9 April 2007 dengan wilayah kerja 

meliputi Sumatera Utara dan sekitarnya. KPP Madya mengelola Wajib 

Pajak besar jenis badan dalam skala regional (lingkup Kantor Wilayah). 

Jenis pajak yang dikelola oleh KPP Madya sama dengan pajak yang 

dikelola oleh KPP Wajib Pajak Besar, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM), dan Bea Materai. Di KPP Madya tidak ada kegiatan 

ekstensifikasi dan jumlah Wajib Pajak-nya juga sudah tetap sekitar 500-

1.000 Wajib Pajak yang berasal dari seluruh KPP Pratama di lingkup 

Kantor Wilayah sesuai dengan ketetapan Direktorat Jenderal Pajak. 

 
Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

161/KMK.1/2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Kode Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Pajak Dan Kantor Pelayanan Pajak, kode KPP Madya 

Medan adalah 123. KPP Madya Medan pertama kali beralamat di Gedung 

Graha Niaga II lantai 1-6 Jalan Putri Hijau Nomor 20 Medan Kode Pos 

20115 dan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2012, KPP Madya Medan 

beralamat di Gedung Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera 

Utara I lantai 2 Jalan Suka Mulia Nomor 17 A, Kelurahan Aur, Kecamatan 

Medan Maimun Kode Pos 20151. 

Untuk melaksanakan dan menjalankan oprasional kantor, telah 

diangkat dan ditetapkan Kepala KPP Madya Medan yang pertama yaitu 

Bapak Lamban Subeqi Purnomo (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

60/KM.01/UP.11/2007 tanggal 30 Januari 2007 tentang Mutasi Para 
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Pejabat Eselon III Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian 

Keuangan) serta diangkat dan ditetapkan para Pejabat Eselon IV (Kepala 

Subbag dan Kepala Seksi) dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak 

Nomor KEP-51/PJ/UP.53/2003 tanggal 28 Pebruari 2003 tentang Mutasi 

Para Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jendral Pajak 

Kementerian Keuangan. Dan saat ini jabatan Kepala Kantor KPP Madya 

Medan dijabat oleh Bapak Yanwas Nugraha sejak Juni 2019. 

Untuk Membantu operasional Eselon III dan IV diangkat Account 

Representatif (AR) dan para pelaksana Kantor KPP Madya Medan. KPP 

Madya Medan sebagai kantor pelayanan pajak modern sudah melakukan 

perubahan fungsi pemeriksaan yang mana pemeriksaan pajak harus 

dilakukan oleh tenaga fungsional pemeriksa telah ditetapkan dan diangkat 

para pejabat fungsional pemeriksa pajak untuk KPP Madya Medan. 

 
3. Tugas dan Fungsi KPP Madya Medan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 

merupakan dasar pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Madya Medan untuk 

menjalankan kebijakan dan pelayanan di bidang perpajakan kepada Wajib 

Pajak yang telah ditetapkan. KPP Madya Medan mempunyai tugas 

melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum 

Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak TidakLangsung Lainnya dalam 

wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku (Pasal 54 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

210/PMK.01/2017). Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Madya Medan 
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menyelenggarakan fungsi: (Pasal 55 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

210/PMK.01/2017) 

a. pelayanan pajak; 

b. penyuluhan pajak; 

c. pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; 

d. penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, penerimaan dan 

pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya; 

e. pengawasan kepatuhan Wajib Pajak; 

f. pelaksanaan konsultasi perpajakan; 

g. pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi 

perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan; 

h. pemeriksaan pajak; 

i. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan; 

j. penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak; 

k. penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak; 

l. pembetulan ketetapan pajak; 

m. penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka 

pengampunan pajak; 

n. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak; 

o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko; 

p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal; 

q. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan 

r. pelaksanaan administrasi kantor. 
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4. Struktur Organisasi KPP Madya Medan 

Struktur organisasi adalah bagan yang menggambarkan sistematis 

mengenai penetapan wewenang, tugas, dan fungsi masing-masing 

subbagian dan seksi. Tujuan dibentuknya struktur organisasi tersebut 

adalah untuk membina keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat 

dilaksanakan dengan teratur dan penuh tanggung jawab, sehingga rencana 

kerja dapat terlaksana dengan baik untuk mencapai tujuan secara 

maksimal. 

Adapun struktur organisasi yang digunakan Kantor Pelayanan 

Pajak Madya Medan adalah struktur organisasi linier dan staf yang berada 

dibawah seorang koordinasi Kepala Kantor Wilayah  Direktorat Jenderal 

Pajak Sumatera Utara I, dimana seluruh pegawainya adalah Pegawai 

Negeri Sipil dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia. 

Kantor Pelayanan Pajak terbagi menjadi beberapa seksi yaitu : Sub 

Bagian Umum dan Kepatuhan Internal, Seksi Pelayanan, Seksi Penagihan, 

Seksi Pemeriksaan, Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), Seksi 

Pengawasan dan Konsultasi I (Waskon I), Seksi Pengawasan dan 

Konsultasi II (Waskon II), Seksi Pengawasan dan Konsultasi III (Waskon 

III), Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV (Waskon IV), serta Kelompok 

Jabatan Fungsional. 
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Gambar 4.1. Struktur Organisasi KPP Madya Medan 

Kelompok 

Fungsional Penilai 

Pajak 
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5. Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi 
 

     Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi di Kantor Pelayanan 

Pajak Madya Medan adalah sebagai berikut: 

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal 

 Pegawai yang ditempatkan di Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal 

mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, 

rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, melakukan pemantauan 

pengendalian intern, pemantauan pengelolaan resiko, pemantauan kepatuhan 

terhadap kode etik dan disiplin, dan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil 

pengawasan, dan melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis. 

Selain itu pegawai di subbagian ini juga mengelola semua kebutuhan sarana 

dan prasarana kantor.   

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 
 
 Pegawai yang ditempatkan di Seksi Pengolahan Data dan Informasi 

mempunyai tugas melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian 

data dan informasi perpajakan, melakukan perekaman dokumen perpajakan, 

melakukan tata usaha penerimaan perpajakan, melakukan dukungan teknis 

komputer, melakukan pemantauan aplikasi perpajakan, melakukan pengelolaan 

kinerja organisasi dan pengelolaan risiko, serta melakukan tindak lanjut kerja 

sama perpajakan. Selain itu pegawai di Seksi Pengolahan data dan Informasi 

juga bertugas melayani konsultasi aplikasi perpajakan. 

c. Seksi Pelayanan 
  
 Pegawai yang ditempatkan di Seksi Pelayanan mempunyai tugas 

melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, melakukan 
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penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, melakukan penerimaan 

dan pengolahan Surat Pemberitahuan, melakukan penerimaan surat lainnya, 

melakukan penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak, 

melakukan penyuluhan perpajakan, serta melaksanakan pendaftaran Wajib 

Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 

 
d. Seksi Penagihan 

  Pegawai yang ditempatkan di Seksi Penagihan mempunyai tugas 

melakukan penagihan tunggakan pajak baik penagihan pasif maupun 

penagihan aktif, melakukan penatausahaan piutang pajak, rnelakukan 

penyelesaian perrnohonan penundaan dan angsuran tunggakan pajak, 

melakukan usulan penghapusan piutang pajak dan/atau sanksi administrasi 

perpajakan, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen 

penagihan.  

e. Seksi Pemeriksaan  

  Pegawai yang ditempatkan di Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas 

melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, melakukan pengawasan 

pelaksanaan aturan pemeriksaan, melakukan penerbitan dan penyaluran Surat 

Perintah Pemeriksaan Pajak, melakukan administrasi pemeriksaan perpajakan 

lainnya, serta melaksanakan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas 

pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor. 

f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I  

  Pegawai yang ditempatkan di Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 

merupakan Account Representative yang mempunyai tugas melakukan proses 

penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak 
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maupun masyarakat, melakukan usulan pembetulan ketetapan hasil 

pemeriksaan / penelitian, dan melakukan pemberian bimbingan dan konsultasi 

teknis perpajakan kepada Wajib Pajak maupun masyarakat. 

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, dan 

Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV 

  Pegawai yang di tempatkan di Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi 

Pengawasan dan Konsultasi III, dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, 

merupakan Account Representative yang masing-masing mempunyai tugas 

melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, melakukan penyusunan dan 

pemutakhiran profil Wajib Pajak, melakukan analisis kinerja Wajib Pajak, 

melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan 

intensifikasi, melakukan imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, 

melakukan pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, melakukan pengamatan 

potensi perpajakan, serta melakukan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut 

pengampunan pajak. 

h. Pejabat Fungsional 

     Pejabat fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan 

fungsional masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah 

jabatan fungsional yang terbagi dalam 6 (enam) kelompok sesuai dengan 

bidang keahliannya dan setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat 

fungsional senior yang ditunjuk oleh setiap Kepala KPP Madya. Pada Kantor 

Pelayanan Pajak Madya Medan terdapat 1 (satu) Kelompok Fungsional penilai 

Pajak dan 5 (lima) Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak. Jumlah Jabatan 

Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Untuk jenis dan 
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jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Dalam hal melaksanakan tugasnya Pejabat Fungsional 

Pemeriksa Pajak di KPP Madya Medan melakukan pemeriksaan pajak 

menggunakan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) untuk mendapatkan 

kualitas hasil pemeriksaan yang optimal dan mempercepat proses pemeriksaan. 

  

B. Deskripsi Data 

Penelitian ini dilakukan di KPP Madya Medan. Data dalam 

penelitian diperoleh dengan menyebarkan kuesioner yang ditujukan kepada 

Wajib Pajak Badan pengguna e-System administrasi perpajakan. Sebanyak 

150 kuesioner telah disebar kepada responden yang terdaftar di KPP Madya 

Medan. Proses pengisian kuesioner oleh responden dilakukan secara 

langsung dan ditunggu oleh peneliti pada saat dilaksanakan sosialisasi di 

KPP Madya Medan. Dari 150 kuesioner yang disebar, ada 117 kuesioner 

yang kembali, dan dari 117 kuesioner yang kembali terdapat 24 kuesioner 

yang tidak dapat digunakan karena responden tidak mengisi dengan lengkap 

kuesioner tersebut, sehingga kuesioner yang digunakan dalam penelitian 

berjumlah 93 kuesioner. 

Kuesioner yang disebar terdiri dari 27 pernyataan, yaitu 7 

pernyataan mengenai penggunaan e-System administrasi perpajakan dan 20 

pernyataan mengenai persepsi Wajib Pajak Badan atas e-System 

administrasi perpajakan yakni persepsi kemudahan penggunaan, persepsi 

efektivitas dan persepsi efisiensi. Peneliti menggunakan program Ms. Excel 
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untuk mengolah data kuesioner yang diperoleh. Data kuesioner diolah untuk 

mengetahui frekuensi jawaban responden. 

Rekapitulasi frekuensi jawaban responden dibuat rinci seperti pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.1 Rekapitulasi Frekuensi Jawaban Variabel Persepsi WP Badan 

No 
Variabel Persepsi 

WP Badan 
Frekuensi Jawaban Total 

(SS) 5 (S) 4  (R) 3  (TS) 2 (STS)1  

1 
Persepsi 
Kemudahan 
Penggunaan 

175 609 88 49 9 930 

2 Persepsi Efektivitas 103 220 30 15 4 372 
3 Persepsi Efisiensi 149 321 53 28 7 558 

Jumlah 427 1.150 171 92 20 1.860 
Sumber : Data Diolah Penulis 2019 

 

Data di atas merupakan data dari 20 pernyataan variabel persepsi 

Wajib Pajak Badan yang terdiri dari 10 pernyataan untuk variabel persepsi 

kemudahan penggunaan, 4 pernyataan untuk variabel persepsi efektivitas, 

dan 6 pernyataan untuk variabel persepsi efisiensi. Sebanyak 20 pernyataan 

tersebut dijawab oleh 93 responden sehingga diperoleh 1.860 butir jawaban 

seperti yang dipaparkan di atas. 

Tabel 4.2 Rekapitulasi Frekuensi Jawaban Variabel E-System 
Administrasi Perpajakan 

 

No Variabel e-System Administrasi Perpajakan Frekuensi Jawaban Total 
(SS) 5 (S) 4 (R) 3 (TS) 2 (STS) 1  

1 
Aplikasi e-System membantu Saya dalam 
melakukan kewajiban perpajakan 

13 54 6 14 6 93 

2 
Aplikasi e-System mudah dimengerti dan 
digunakan oleh Saya 

5 59 12 12 5 93 

3 
Aplikasi e-System sesuai dengan apa yang saya 
inginkan 

4 51 22 11 5 93 

4 
Saya memiliki pengetahuan yang cukup dalam 
menggunakan aplikasi e-System 

4 47 21 15 6 93 

5 
Saya mampu menggunakan e-System dengan 
baik 

5 51 22 12 3 93 

6 Saya dapat mengakses komputer dengan mudah 11 58 4 12 8 93 
7 Saya dapat mengakses internet dengan mudah 14 51 8 11 9 93 

Jumlah 56 371 95 87 42 651 
Sumber : Data Diolah Penulis 2019 
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Data di atas merupakan data dari 7 pernyataan variabel e-System 

administrasi perpajakan yang dijawab oleh 93 responden, sehingga 

terhimpun 651 butir jawaban. 

C. Gambaran Responden 

Penelitian ini menggunakan 93 responden sebagai sampel dari 

1.263 populasi yang semuanya merupakan Wajib Pajak Badan. Deskripsi 

karakteristik responden terdiri dari jumlah dan persentase jenis kelamin, 

usia, pendidikan terakhir, dan penggunaan perangkat e- System administrasi 

perpajakan. 

1.  Jenis Kelamin Responden 
 

Tabel 4.3 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

Laki-Laki 42 45,2 

Perempuan 51 54,8 

Total 93 100 

Sumber : Data Diolah Penulis 2019 
 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa mayoritas 

responden adalah perempuan sebesar 51 orang atau 54,8%. 

2. Usia Responden 
 

Tabel 4.4 Data Responden Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah Persentase (%) 

19 - 29 46 49,5 

30 - 39 33 35,5 

40 - 49 12 12,9 

50 - 59 2 2,1 

Total 93 100 

Sumber : Data Diolah Penulis 2019 
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Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa mayoritas 

responden berusia 19 sampai dengan 29 tahun sebesar 46 orang atau 

49,5%. Data di atas menunjukkan bahwa rata-rata responden berada 

dalam usia produktif, sehingga responden dinilai mampu mengikuti 

perkembangan teknologi dengan baik. 

3. Pendidikan Terakhir Responden 
 

Tabel 4.5 Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Jumlah Persentase (%) 

SMA/SMK 17 18,3 

Diploma 15 16,1 

S1 59 63,4 

S2 2 2,2 

Total 93 100 

Sumber: Data Diolah Penulis 2019 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa mayoritas 

responden memiliki tingkat pendidikan S1 sebesar 59 orang atau 

63,4%. Data di atas menunjukkan bahwa rata-rata responden memiliki 

kemampuan intelektual yang cukup untuk dapat mengikuti 

perkembangan teknologi, termasuk kemampuan untuk memahami dan 

menggunakan e-System administrasi perpajakan. 

4. Pernah Menggunakan Perangkat e-System Administrasi Perpajakan 
 

Tabel 4.6 Data Responden Berdasarkan Penggunaan Perangkat 
E-System Administrasi Perpajakan 

 

Keterangan Jumlah Persentase (%) 

Ya 93 100 

Tidak - 0 

Total 93 100 

Sumber: Data Diolah Penulis 2019 
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Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa responden 

yang pernah menggunakan perangkat e-System administrasi perpajakan 

sebesar 93 orang atau 100%. 

D. Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan cara uji validitas dan uji reliabilitas data 

dengan bantuan komputer program SPSS versi 23. 

1. Pengujian Instrumen Penelitian 

Pengujian instrumen pada penelitian ini dilakukan pada data yang 

diperoleh melalui kuesioner yang telah disebarkan. Sebelum dilakukan analisis 

terhadap data yang diperoleh, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan uji 

reliabilitas. Untuk uji validitas nilai r tabel diperoleh dari degree of freedom (df) 

= n-2, dimana sampel yang diperoleh sebanyak  93 maka df = 93-2 dengan 

signifikansi 0,05 sehingga diperoleh r tabel 0,2039. 

Uji validitas dan uji reliabilitas  dilakukan dengan menggunakan SPSS 

versi 23. Berikut analisis untuk uji validitas dan uji reliabilitas: 

a. Uji Validitas 

1) Variabel Persepsi Kemudahan Penggunaan 

Hasil dari uji validitas untuk item pernyataan kuesioner yang berkaitan 

dengan persepsi kemudahan penggunaan, ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Persepsi Kemudahan Penggunaan 

Urutan Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 
item 1 0,802 0,2039 Valid 
item 2 0,841 0,2039 Valid 
item 3 0,806 0,2039 Valid 
item 4 0,827 0,2039 Valid 
item 5 0,784 0,2039 Valid 
item 6 0,869 0,2039 Valid 
item 7 0,862 0,2039 Valid 
item 8 0,870 0,2039 Valid 
item 9 0,893 0,2039 Valid 

item 10 0,861 0,2039 Valid 
Sumber: Data Diolah Penulis 2019  
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  Berdasarkan pada tabel 4.7 di atas, diketahui terdapat 10 item 

pernyataan yang mewakili persepsi kemudahan penggunaan. Masing-

masing item tersebut memiliki r hitung yang lebih besar daripada r tabel   

(r hitung > r tabel), maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 10 

item tersebut valid. 

2) Variabel Persepsi Efektivitas 

  Hasil dari uji validitas untuk item kuesioner yang berkaitan dengan 

persepsi efektivitas, ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Persepsi Efektivitas 

Urutan Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

item 1 0,861 0,2039 Valid 

item 2 0,904 0,2039 Valid 

item 3 0,872 0,2039 Valid 

item 4 0,924 0,2039 Valid 

Sumber : Data Diolah Penulis 2019 
 

  Berdasarkan pada tabel 4.8 di atas, diketahui terdapat 4 item 

pernyataan yang mewakili persepsi efektivitas. Masing-masing item 

tersebut memiliki r hitung yang lebih besar daripada r tabel (r hitung >       

r tabel), maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 4 item tersebut 

valid. 

3) Variabel Persepsi Efisiensi 

  Hasil dari uji validitas untuk item kuesioner yang berkaitan dengan 

persepsi efisiensi, ditunjukkan pada tabel berikut: 
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Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Persepsi Efisiensi 

Urutan Pernyataan r hitung r table Keterangan 

item 1 0,875 0,2039 Valid 

item 2 0,820 0,2039 Valid 

item 3 0,862 0,2039 Valid 

item 4 0,874 0,2039 Valid 

item 5 0,838 0,2039 Valid 

item 6 0,843 0,2039 Valid 

Sumber : Data Diolah Penulis 2019 
 

  Berdasarkan pada tabel 4.9 di atas, diketahui terdapat 6 item 

pernyataan yang mewakili persepsi efisiensi. Masing-masing item tersebut 

memiliki r hitung yang lebih besar daripada r tabel (r hitung > r tabel), 

maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 6 item tersebut valid. 

4) Variabel e-System Administrasi Perpajakan 

  Hasil dari uji validitas untuk item kuesioner yang berkaitan dengan 

e-System Administrasi Perpajakan, ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas e-System Administrasi Perpajakan 

Urutan Pernyataan r hitung r table Keterangan 

item 1 0,924 0,2039 Valid 

item 2 0,947 0,2039 Valid 

item 3 0,890 0,2039 Valid 

item 4 0,877 0,2039 Valid 

item 5 0,922 0,2039 Valid 

item 6 0,925 0,2039 Valid 

item 7 0,897 0,2039 Valid 

Sumber : Data Diolah Penulis 2019 

  Berdasarkan pada tabel 4.10 di atas, diketahui terdapat 7 item 

pernyataan yang mewakili e-System Administrasi Perpajakan. Masing-

masing item tersebut memiliki r hitung yang lebih besar daripada r tabel   



58 
 

 
 

(r hitung > r tabel), maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 7 

item tersebut valid. 

b. Uji Reliabilitas 

1) Variabel Persepsi Kemudahan Penggunaan 

Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas Persepsi Kemudahan Penggunaan 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,953 10 

Sumber: Data Diolah Penulis 2019 

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, diperoleh nilai Cronbach'sAlpha 

sebesar  0,953, sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item pernyataan 

untuk persepsi kemudahan penggunaan tersebut reliabel. 

2) Variabel Persepsi Efektivitas 

Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas Persepsi Efektivitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,910 4 

 Sumber: Data Diolah Penulis 2019 

 Berdasarkan tabel 4.12 di atas, diperoleh nilai Cronbach'sAlpha 

sebesar 0,910, sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item pernyataan 

untuk persepsi efektifitas tersebut reliabel. 

3) Variabel Persepsi Efisiensi 

Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas Persepsi Efisiensi 

 Sumber : Data Diolah Penulis 2019  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,924 6 
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Berdasarkan tabel 4.13 di atas, diperoleh nilai Cronbach'sAlpha 

sebesar 0,924, sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item pernyataan 

untuk persepsi efisiensi tersebut reliabel. 

4) Variabel e-System Administrasi Perpajakan 

Tabel 4.14 Hasil Uji Reliabilitas e-System Administrasi Perpajakan 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,964 7 

Sumber : Data Diolah Penulis 2019 

 

 Berdasarkan tabel 4.14 di atas, diperoleh nilai Cronbach'sAlpha 

sebesar 0,964, sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item pernyataan 

untuk e-System administrasi perpajakan tersebut reliabel. 

 

 

2. Analisis Kuesioner Terhadap Persepsi Kemudahan Penggunaan 

Penggunaan analisis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kemudahan 

penggunaan e-System di KPP Madya Medan. Tingkat kemudahan penggunaan 

dilihat dari setiap jawaban responden pada setiap item pernyataan yang 

tercantum dalam kuesioner. Berdasarkan hasil olah data dengan menggunakan 

program Ms. Excel, diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.15 Persepsi Kemudahan Penggunaan 

Kategori Sikap Kategori Skor Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Mudah 40-50 58 62,4 

Mudah 30-40 30 32,2 

Kurang Mudah 20-30 4 4,3 

Tidak Mudah 10-20 1 1,1 

Jumlah      93             100 

Sumber: Data Diolah Penulis 2019 
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Hasil pengolahan data dari tabel 4.15 di atas menunjukkan bahwa total 

skor jawaban dari pernyataan untuk variabel persepsi kemudahan penggunaan 

sebagian besar berada di range 40 sampai 50. Sebanyak 58 dari 93 responden 

berada diantara range tersebut dengan persentase sebesar 62,4%, sehingga 

menurut wajib pajak badan, e-System administrasi perpajakan dinilai sangat 

mudah untuk digunakan.  

3. Analisis Kuesioner Terhadap Persepsi Efektivitas 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas e-System di 

KPP Madya Medan. Tingkat efektivitas dilihat dari setiap jawaban responden 

pada setiap item pernyataan yang tercantum dalam kuesioner. Berdasarkan 

hasil olah data dengan menggunakan program Ms. Excel, diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.16 Persepsi Efektivitas 

Kategori Sikap Kategori Skor Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Efektif 16-20 71 76,3 

Efektif 12-16 17 18,3 

Kurang Efektif 8-12 4 4,3 

Tidak Efektif 4-8 1 1,1 

Jumlah        93            100 

Sumber: Data Diolah Penulis 2019 

Hasil pengolahan data tabel 4.16 di atas menunjukkan bahwa total skor 

jawaban dari pernyataan untuk variabel persepsi efektivitas sebagian besar 

berada di range 16 sampai 20. Sebanyak 71 dari 93 responden berada 

diantara range tersebut dengan persentase sebesar 76,3%, sehingga menurut 

wajib pajak badan, e-System administrasi perpajakan dinilai sangat efektif. 
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4. Analisis Kuesioner Terhadap Persepsi Efisiensi 

 Analisis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi e-System  di KPP 

Madya Medan. Tingkat efisiensi dilihat dari setiap jawaban responden pada 

setiap item pernyataan yang tercantum dalam  kuesioner. Berdasarkan hasil 

olah data dengan menggunakan program Ms. Excel, diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 4.17 Persepsi Efisiensi 

Kategori Sikap Kategori Skor Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Efisien 24-30 66 71 

Efisien 18-24 23 24,7 

Kurang Efisien 12-18 3 3,2 

Tidak Efisien 6-12 1 1,1 

Jumlah        93            100 

Sumber: Data Diolah Penulis 2019 

Hasil pengolahan data tabel 4.17 di atas menunjukkan bahwa total skor 

jawaban dari pernyataan untuk variabel persepsi efisiensi sebagian besar 

berada di range 24 sampai 30. Sebanyak 66 dari 93 responden berada diantara 

range tersebut dengan persentase sebesar 71%, sehingga menurut Wajib Pajak 

Badan, e-System administrasi perpajakan dinilai sangat efisien. 

 

5. Analisis Kuesioner Terhadap Penerapan e-System Administrasi 

Perpajakan 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat optimalisasi e- System di 

KPP Madya Medan. Tingkat optimalisasi dilihat dari setiap jawaban responden 

pada setiap item pernyataan yang tercantum dalam kuesioner. Berdasarkan 

hasil olah data dengan menggunakan program Ms. Excel, diperoleh hasil 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.18 E-System Administrasi Perpajakan 
 

Kategori Sikap Kategori Skor Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Optimal 28-35 45 48,4 

Optimal 21-28 25 26,9 

Kurang Optimal 14-21 16 17,2 

Tidak Optimal 7-14 7 7,5 

Jumlah 93 100 

Sumber: Data Diolah Penulis 2019  

Hasil pengolahan data tabel 4.18 di atas menunjukkan bahwa total skor 

jawaban dari pernyataan untuk variabel e-System administrasi perpajakan 

sebagian besar berada di range 28 sampai 35. Sebanyak 45 dari 93 responden 

berada diantara range tersebut dengan persentase sebesar 48,4%, sehingga 

menurut wajib pajak badan, e-System administrasi perpajakan dinilai sangat 

optimal. 

 
E. Pembahasan 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan jenis kelamin, 

responden paling banyak adalah perempuan sejumlah 51 orang atau 

54,8%. Berdasarkan usia, responden dengan usia 19 – 29 tahun memiliki 

jumlah paling banyak yaitu sebesar 46 orang atau 49,5%. Berdasarkan 

tingkat pendidikan yang paling banyak adalah S1 sejumlah 59 orang atau 

63,4%., sedangkan berdasarkan penggunaan perangkat e-System 

administrasi perpajakan semua responden sudah pernah memakai 

perangkat e- System administrasi perpajakan. 

1. Persepsi Kemudahan Penggunaan e-System Administrasi Perpajakan 

Menurut Wajib Pajak Badan 
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Hasil olah data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

persepsi kemudahan penggunaan Wajib Pajak Badan di KPP Madya 

Medan masuk ke dalam kategori sangat mudah. Persepsi tersebut 

ditunjukkan dengan 62,4% responden berada dalam range kategori 

sangat mudah yaitu 40-50. Dari data yang diperoleh atas frekuensi 

jawaban responden untuk persepsi kemudahan penggunaan di dominasi 

oleh pilihan jawaban positif, yang artinya sebagian besar dari Wajib 

Pajak Badan yang menggunakan e-System merasa bahwa e-System 

mudah untuk digunakan dalam melakukan kewajiban perpajakannya. 

Kemudahan yang dimaksud dihubungkan dengan persepsi 

kemudahan. Responden memiliki persepsi bahwa e-System administrasi 

perpajakan tidak merepotkan saat akan digunakan dan mudah untuk 

dipahami. Penggunaan e-System administrasi perpajakan dirasakan 

tidak menyulitkan pengguna dan tidak memerlukan usaha yang keras 

untuk mempelajarinya. Persepsi tersebut ditunjukkan dengan 65,5%  

responden yang menjawab “Setuju (S)” untuk 10 item pernyataan 

kuesioner yang bersifat positif dan mendukung pernyataan bahwa e- 

System administrasi perpajakan seperti e-SPT dan e-Faktur tidak 

merepotkan saat akan digunakan dan mudah untuk dipahami. Hal ini 

juga dipengaruhi oleh sosialisasi mengenai e-System perpajakan yang 

diadakan di KPP Madya Medan sehingga wajib pajak merasa terbantu 

dan lebih mudah untuk menggunakan e-System administrasi 

perpajakan.  
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2. Persepsi Efektivitas e-System Administrasi Perpajakan Menurut Wajib 

Pajak Badan 

Hasil olah data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

persepsi efektivitas Wajib Pajak Badan di KPP Madya Medan masuk 

ke dalam kategori sangat efektif. Persepsi tersebut ditunjukkan dengan 

76,3% responden berada dalam range kategori sangat efektif yaitu 16-

20. Dari data yang diperoleh atas frekuensi jawaban responden untuk 

persepsi efektivitas di dominasi oleh pilihan jawaban positif, yang 

artinya sebagian besar dari Wajib Pajak Badan yang menggunakan e-

System merasa bahwa penggunaan e-System dapat meningkatkan 

efektivitas dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Efektivitas 

yang dimaksud dihubungkan dengan hal-hal yang mengindikasikan 

efektivitas sistem perpajakan yang dapat dirasakan oleh Wajib Pajak 

menurut Widayati dan Nurlis (2010). 

Responden memiliki persepsi bahwa penggunaan e-System 

administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. 

Mudah yang berarti dengan adanya perangkat e-System memungkinkan 

Wajib Pajak Badan dapat melakukan kewajiban perpajakannya seperti 

penyampaian, pelaporan SPT, dan pembuatan faktur pajak serta untuk 

mencari informasi tentang perpajakan dimana saja dan kapan saja. 

Cepat yang berarti proses untuk melakukan kewajiban perpajakan 

menjadi lebih singkat karena dapat dilakukan secara online dan 

otomatis oleh sistem. Persepsi tersebut ditunjukkan dengan 59,14% 

responden yang menjawab “Setuju (S)” untuk 4 item pernyataan 
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kuesioner yang bersifat positif dan mendukung pernyataan bahwa 

dengan adanya e-System administrasi perpajakan seperti e-SPT dan e-

Faktur dapat memudahkan Wajib Pajak Badan melakukan 

kewajibannya dengan cepat dan dapat dilakukan dimana saja. 

3. Persepsi Efisiensi e-System Administrasi Perpajakan Menurut Wajib 

Pajak Badan 

Hasil olah data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

persepsi efisiensi Wajib Pajak Badan di KPP Madya Medan masuk ke 

dalam kategori sangat efisien. Persepsi tersebut ditunjukkan dengan 

71% responden berada dalam range kategori sangat efisien yaitu 24-30. 

Dari data yang diperoleh atas frekuensi jawaban responden untuk 

persepsi efisiensi di dominasi oleh pilihan jawaban positif, yang artinya 

sebagian besar dari Wajib Pajak Badan yang menggunakan e-System 

merasa bahwa menggunakan e- System dapat meningkatkan efisiensi 

dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Efisiensi yang dimaksud 

dihubungkan dengan tiga komponen biaya kepatuhan (compliance cost) 

yang dikemukakan oleh Meiliana Kurniati (2014) yang terdiri dari 

direct money cost, time cost, dan psychological cost. 

Responden memiliki persepsi bahwa e-System administrasi 

perpajakan dapat menekan tiga komponen biaya kepatuhan (compliance 

cost) menjadi lebih kecil. Biaya kepatuhan (compliance cost) yang 

dapat ditekan tersebut dikarenakan Wajib Pajak Badan tidak perlu 

untuk mengeluarkan biaya yang besar dan mengorbankan banyak 

waktu serta memiliki perasaan negatif pada saat melakukan kewajiban 
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perpajakannya. Persepsi tersebut ditunjukkan dengan 57,53% 

responden yang menjawab “Setuju (S)” untuk 6 item pernyataan 

kuesioner yang bersifat positif dan mendukung pernyataan bahwa 

dengan adanya e-System administrasi perpajakan seperti e-SPT dan e-

Faktur dapat menekan biaya kepatuhan (compliance cost) menjadi lebih 

kecil.
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 BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Persepsi kemudahan penggunaan e-System administrasi perpajakan menurut 

Wajib Pajak Badan dinilai sangat mudah yang memiliki kategori skor skala 

sikap 40-50 yang artinya sebagian besar dari Wajib Pajak Badan yang 

menggunakan e-System merasa bahwa e-System mudah untuk digunakan dalam 

melakukan kewajiban perpajakannya 

2. Persepsi efektivitas e-System administrasi perpajakan menurut Wajib Pajak 

Badan dinilai sangat efektif yang memiliki kategori skor skala sikap 16-20 yang 

artinya sebagian besar dari Wajib Pajak Badan yang menggunakan e-System 

merasa bahwa penggunaan e-System dapat meningkatkan efektivitas dalam 

melakukan kewajiban perpajakannya. 

3. Persepsi efisiensi e-System administrasi perpajakan menurut Wajib Pajak 

Badan dinilai sangat efisien yang memiliki kategori skor skala sikap 24-30 

yang artinya sebagian besar dari Wajib Pajak Badan yang menggunakan e-

System merasa bahwa menggunakan e- System dapat meningkatkan efisiensi 

dalam melakukan kewajiban perpajakannya 

 

 

 



68 
 

 
 

B. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah cara pengumpulan data yang 

dilakukan hanya dengan menyebarkan kuesioner yang bersifat tertutup, sehingga 

hasil yang diperoleh sebatas jawaban responden dalam kuesioner yang disebarkan. 

 

C. Saran-saran 

Berdasarkan simpulan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran 

sebagai berikut. 

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak  

 Direktorat Jenderal Pajak disarankan kedepannya untuk membuat 

aplikasi maupun menyempurnakan aplikasi yang sudah ada demi 

memudahkan pengguna atau wajib pajak agar dapat memenuhi adminitrasi 

perpajakannya dengan lebih mudah, efektif dan efisien. 

2. Bagi KPP Madya Medan 

 KPP Madya Medan disarankan untuk lebih meningkatkan 

sosialisasi mengenai e-System administrasi perpajakan di KPP Madya 

Medan agar wajib pajak yang masih belum paham bias menggunakan 

aplikasi e-System tersebut. 

3. Bagi Wajib Pajak 

 Wajib Pajak disarankan untuk lebih sadar akan kemajuan teknologi 

sehingga dapat dengan mudah untuk menyampaikan, melaporkan, dan 

maupun membuat faktur pajak melalui aplikasi e-System administrasi 

perpajakan. 
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4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Berdasarkan keterbatasan penelitian, maka saran yang diberikan 

bagi peneliti selanjutnya adalah sebaiknya peneliti menggunakan cara 

pengumpulan data selain dengan menyebarkan kuesioner. Peneliti juga 

dapat menggunakan kuesioner yang bersifat terbuka, sehingga hasil yang 

diperoleh diharapkan dapat menjadi lebih jelas. 
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